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ABSTRAK

~ Skripsi yang berjudul “Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No. 11
Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui
Internet Dan Sanksi Hukum Dalam Perspektif Figih Jinayah™ adalah penelitian
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Sanksi Hukum Pasal 27
Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Internet? 2) Bagaimana Tinjauan Figih Jinayah
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Menurut
Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 di UU ITE No. 11 Tahun 2008?.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks yang
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola
pikir deduktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam UU ITE tidak didefinisikan
dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik,
Sebagai lex specialis dari lex generalis dalam Bab XV1 Buku II KUHP, pengertian
yuridis “pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE
harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam /ex
generalisnya in casu Bab XVI KUHP tersebut. Dalam KUHP pada hakikatnya
penghinaan adalah menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang,
golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk juga orang yang sudah meninggal.
Dalam Pasal 27 Ayat 3 menyatakan, setiap orang dilarang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 45 ayat 1
menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 3, diancam pidana
penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sanksi hukum
terhadap pencemaran nama baik melalui internet dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasa 45
ayat 1 UU ITE 11/2008 jika di tinjau dalam perspektif Fiqih Jinayah merupakan
perbuatan Tindak Pidana dalam jarimah ta’zi yang hukumannya diserahkan kepada
Penguasa atau UJil Amri , jadi antara Fiqih J inayah dengan UU ITE ada persamaan
dalam memberikan sanksi terhadap Tindak Pidana pencemaran nama baik yang di
tentukan oleh penguasa yang berbentuk UU.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak diumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang
digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang daam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan
dengan lambang huruf, sebagian dengn tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf
dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Nama
} Alif ‘ Tidak dlambangkan
(o Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik di atas)
' Jim J Je
e Ha H Es (dengan titik bawah)
z Kha Kh Kadan ha
J Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra r Er
D Zai z Zet
o Sin s Es
g Syin sy Es dan Ye
) Sad s Es (dengan titik di bawah)
U Dad d .De (dengan titik di bawah)
BN Ta t Te (dengan titik di bawah)
L Za z Zet (dengan titik di bawah)
& Ain : Koma terbaik (di atas)
8 Gain g Ge
- Fa f Ef




'

A Qaf q Ki
Kl Kaf k Ka
J Lam 1 El
e Mim m Em
8] Nun n En
3 Wau w We
-~ Ha h Ha
¢ Hamzah ¢ Apostrof
S Ya y Ya

Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda atau harakar, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan
huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya jinayal

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya figih

c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Zaniyatu

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal $' dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya Qawmin.

b. Vokal rangkap Lﬁ‘ dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya
Aydiyahum.

Vokal panjang atau maddaf yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

translitrasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horizontal) diatasnya, misalnya jarimah.

Syaddal atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

translitrasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya muqarranah.

Kata sandang dalam bahasa arab yang dilambangkan dengan huruf a/if-/am,

translitrasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda

sempang scbagai penghubung, misalnya asy-syar’i, al-madi.

Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan

latin dilambangkan dengan huruf "h”, scdangkan ta’ marbutah yang hidup

dilambangkan dengan huruf "t”, misalnya Ma lumatul Qadli, Al-Khibrah

Tanda apostrof (*) sebagai translitasi huruf samzah hanya berlaku untuk yang

terlctak ditengah atau diakhir kata, misalnya 7Tu’minuna. Sedangkan diawal

kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya: /grar.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam
tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi,
budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Perbuatan melawan
hukum didunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan oleh
karena itu untuk menjamin kepastian hukum Pemerintah berkcwajiban
melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut.

Beberapa karya di bidang Teknologi Informasi, salah satunya adalah
internet merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya (virtual).
Kehadiran internet ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa, dengan
internct manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah dan beberapa aktivitas yang
lain layaknya kehidupan nyata (real). Schingga pada gilirannya kchadiran
internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara diktomis
menjadi kehidupan nyata (real /ife) dan kchidupan maya (virtual life).

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi,

yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia



dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan Nasional berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan demi kepentingan Nasional. Perkembangan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi, Media, dan Komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sekalipun Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yaitu Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun peraturan itu masih belum
mampu menjerat pelaku Tindak Pidana di internet maka dengan adanya UU
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu
menegaskan bagi pelaku Tindak Pidana di internet.

Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban
oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh
aktifivitas pcmanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi didalam Negeri
agar terlindungi dengan baik dari potensi kecjahatan dan penyalah gunaan
Teknologi.

“Dalam Pasal 5 UU Nomor |1 Tahun 2008 bahwa [nformasi Elektronik
merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi Informasi Elektronik atau

Dokumen Elcktronik, atau hasil cetaknya. Ketentuan ini merupakan perluasan



dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia
(UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP)."' Berdasarkan pengertian tersebut
bahwa menurut UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Elektronik atau
Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti
apabila dihasilkan dari Sistem Elektronik. Persoalan penggunaan Informasi
Elektronik dan penerapan pasal-pasal dalam UU Nomor 11/2008 tersebut telah
menimbulkan terjadinya konflik dikalangan masyarakat yang terjadi saat-saat
ini.

Awalnya, internct merupakan sesuatu yang bersifat netral yaitu bebas
nilai, internet tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada
perkembangnya kehadiran internet tersebut pihak-pihak yang berniat jahat
untuk menyalah gunakannya. Dengan demikian internet bisa dikatakan faktor
kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk
berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik telah tercakup
pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusian
yang adil dan beradab, hidup saling menghormati.”* Hampir diseluruh dunia,
pasal-pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil
penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination

dan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

'Afnil Guza, Himpunan Undang-undang Informasi Publik, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Ceta. 1,
2008), 54
“Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kchormatan, (Jukarta: PT Grafindo Persada, 1997), 10



Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur masalah yang
Berkaitan dengan penghinaan (belediging) yang dapat mencemarkan nama baik
seseorang dan kehormatan seseorang sebagaimana termaktub dalam Pasal 310-
321 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini
masih tetap dipertahankan. Belediging ini terbagi menjadi enam macam yaitu:3
1. Menista terdapat dalam Pasal 310 ayat 1;

2. Menista dengan surat atau tulisan dalam Pasal 310 ayat 2;

3. Memfitnah terdapa dalam Pasal 311;

4. Penghinaan ringan dalam Pasal 315;

5. Melapor atau mengadu sccara menfitnah dalam Pasal 317 dan;
6. Menuduh secara menfitnah dalam Pasal 318.

“Semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan
Delik Aduan, schingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang
yang dirugiakan (dihina atau dicermarkan nama baiknya)”.4 Y ang mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
2. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;

3. Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum;’

*Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Pencrbit Bumi Aksara, 2007), 114-116
fA.K. Moch Anwar, Hukum Pidana khusus, (Bandung: Citra Adytya Bakti, 1989), 146
SLeden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Kchormatan, 13



4. Jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran, maka dinamakan menista
dengan surat (smaadschrify yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2)
KUHP.®

Kecuali penghinaan terhadap Pegawai Negeri yang sedang
melaksanakan tugasnya secara sah terdapat dalam Pasal 316. Delik tersebut
merupakan Delik Aduan mutlak. Ada tiga catatan penting terkait dengan Delik
pencemaran nama baik yaitu:’

1. Delik itu bersifat amat subjektif artinya, penilaian terhadap pencemaran
nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama
baiknya. Karena pencemaran nama baik merupakan Delik Aduan yang hanya
dapat diproses oleh Polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang
merasa nama baiknya dicemarkan.

2. Pencemaran nama baik merupakan Delik Aduan penyebaran artinya,
subtansi yang berisi pcencemaran disebarluaskan kepada umum atau
dilakukan di depan umum oleh pelaku.

3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal
yang dianggap menyerang nama baik scscorang atau pihak lain harus diberi

kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

R Soecsilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, (Bogor: Politea, 1984),
158

"Siswansto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari),
(Jakarta: Rineka Cipta. 2009), 1 |



Sasaran penghinaan itu haruslah diarahkan kepada menusia perorangan.
Bukan instansi Pemerintahan, pengurus suatu perkumpulan dan lain-lain. Jika
sasaran penghinaan itu bukan manusia perseorangan, maka Pasal-pasal khusus
seperti:8
1. Mengenai penghinaan tehadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam
Pasal 134 dan 137;

2. Penghinaan terhadap Kepala Negara Asing dalam Pasal 142-144;

3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk dalam Pasal 156 dan 157;

4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia dalam Pasal 207 dan
208.

Eddy Os Hiariej,9 menanggapi Pasal penghinaan bahwa bagi Indonesia
Pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan alasanya, selain menghasilkan
character assassination pencemaran nama baik juga dianngap tidak sesuai
dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan
budaya timur. Karena pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (rechtsdelicten) dan bukan
perbuatan tercela atau pelanggaran Tindak Pidana (wetdelicte) yang mana
artinya pencemaran nama baik, sudah dianggap sebagai bentuk ketidak adilan

sebelum dinyatakan dalam Undang-undang karena telah melanggar kaidah

*Mocljatno, Kirab Undang-undang Hukun Pidana, 52-78
°Eddy Os Hiearcj, Pengajar Hukum Pidana FH UGM menuliskan kasus Prita Mulyasari dengan judul
“ Memahami Pencemaran Nama Baik', Kompas, Juni, 2009



~3

sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar

norma agama jika dalam subtansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Agar tidak terlalu melebar penulis membatasi mengenai Pasal-pasal
tentang penghinaan atau pencemaran nama baik diatas tersebut yang sudah
dijelaskan. Penulis hanya membahas tentang Pasal 27 Ayat 3 menyatakan,
setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen eclektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 menyatakan,
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 3, diancam pidana penjara paling
lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal tersebut
mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di internet yang terkena
dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 yakni:

1. Maksud hati hendak mencurahkan keluhan mengenai buruknya
pelayanan suatu Rumah Sakit ke beberapa temannya melalui Email
pribadi, malah berurusan dengan hukum dan menjadi tahanan Kota,
Tragedi inilah yang menimpa seorang ibu dua balita, Prita Mulyasari

dengan RS Omni Internasional di Tangerang.



2. Kemudian kasus Luna Maya vs Infotainment Di Twitter - Luna Maya
menulis di face booknya menghujat twitter Infotaiment. Bahwa melalui
statusnya maya mencerca Infotaiment.

Kejadian inipun sontak mendapat tanggapan dari kalangan masyarakat.
Betapa tidak, KUHP warisan Kolonial Belanda menjerat pelaku pencemaran
nama baik itu cuma 9 bulan. Tetapi hukum, produk era reformasi mengganjar
sampai 6 tahun, Undang-undang ini khusus untuk pencemaran nama baik yang
berhubungan dengan teknologi atau melalui internet.

Kita menyimak zaman dimana kita hidup penuh dengan perubahan yang
dinamis. Kehadiran internet dan kreasi Teknologi Informasi Komunikasi seperti
menghadirkan gaya hidup baru yang konsekuensinya belum sepenuhnya kita
ketahui. Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya,
Teknologi yang merupakan lompatan yang luar biasa karena itu pada gilirnya
manusia yang creator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya
bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.

Bahkan dalam agama Islam juga menjelaskan tentang pencemaran nama
baik sangat meresahkan masyarakat, orang jadi malu sebab namanya sudah
tercoreng (jelek) maka dari itu mencemarkan nama baik dilarangan oleh agama.
Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba,
memata-matai, mengumpat, mencaci memanggil dengan julukan tidak baik, dan

perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan



seseorang. Pada dasarnya penghinaan merupakan perbuatan ma’siat seperti

dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat:12
K L Y 1,25 N ) S (i By G G (1505001, G G G

so
s

o Ul by a8 4,05 50 ol S Ll st Ll

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kcbanyakan dari prasangka,
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganiah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian
yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi
Maha Penyayang.'®

Begitu juga dalam kaidah di bawah ini

{hos o193} Boup B 3 550 4 0, 000 0 2 ey L0 0

Barang siapa mengejek atau mencaci seseorang, maka wajib baginya
hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapann yat!

Dari kedua penjelasan diatas bahwa menghina seseorang, sejak awal
sudah termasuk perbuatan jarimah Tidak perlu membutikan kebenaran
ucapannya tetapi harus diberikan sanksi agar terpelihara kehormatan diri
seseorang. Misalnya seseorang menghina keadaan fisik atau sifat orang lain
dengan hinaan seperti: hai hitam, hai pesck, hai orang bodoh dan sebagianya.

Kata-kata tersebut tidak perlu dibuktikan kebenarannya sebab, perbuatan

®Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), 847
""Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husayn Al-Nasaburi, Shahih Muslim, 1, 52



10

tersebut sudah termasuk perbuatan ma’siat, meskipun apa yang dikatakan benar
keadaannya. Secara jelas tidak ada nas yang menjelaskan hukuman terhadap
pelaku tindak penghinaan, dalam Fiqih Jinayah sanksi hukum terhadap
pencemaran nama baik melalui internet yang terdapat pada Pasal 27 ayat 3 Jo
‘P‘asal 45 ayat 1 UU ITE 11/2008 merupakan perbuatan Tindak Pidana dalam
jarimah ta’zic yang hukumannya diserahkan kepada Penguasa atau Uil Amri,
tujuan dari sanksi fa’zir tersebut untuk memberikan rasa jera kepada setiap
pelaku jarimah tersebut.

Dengan melihat fenomena yang ada melalui UU ITE 11/2008 tersebut
yang selama ini ditunggu-tunggu oleh sebagian besar kalangan masyarakat,
dengan terwujudnya Undang-undang tersebut dapat mengurangi segala
keresahan masyarakat yang banyak dirugikan dalam mengatasi kejahatan—
kejahatan yang terjadi salah satunya tentang pencemaran nama baik di
Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam, maka
penulis mendeskripsikan pencemaran nama baik dari sisi pandangan Fiqih
Jinayahnya merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan judul “Pasal 27
Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dan Sanksi Hukum

Dalam Perspektif Fiqih Jinayah”.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah untuk
mempermudah. Adapun rumusannya dibuat dalam bentuk pernyatan sebagai
berikut:

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE
No.11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui
Internet?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Dan Sanksi Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Menurut

Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat | Di UU ITE No. 11 Tahun 2008?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pencemaran nama baik sedikit banyak sudah
dibahas. Hal ini menunjukkan pembahasan tentang pencemaran nama baik ini
sangat menarik untuk dibahas agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kesalah
fahaman dalam pembahasan, maka penulis menampilkan beberapa penclitian

yang membahas tentang pencemaran nama baik, yakni:
1. “Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (cyber crime) dalam perspektit
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elcktronik (1 TE)
DAN Figih Jinayalh” oleh Desi Astutik 2008. Didalam skripsinya dijelaskan

mengenai  kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Dari kajian kedua skripsi diatas, membahas bahwa pencemaran nama
baik adalah suatu perbuatan Tindak Pidana yang ada sanksi hukum dan kedua-
duanya sangat berbeda dalam pembahasan.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih mengarah pada pembahasan
tentang Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet dalam Fiqgih
Jinayah, kasus penerapan sanksi Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-
undang Informasi dan Transaksi merupakan suatu penerapan pasal yang sudabh
relevan namun sanksi-sanksi pidana dan dendanya tersebut cukup berat dari
pada Pasal-pasal yang dibuat rujukan yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dan banyak yang berpendapat UU tersebut
menghambat kebebasan berpendapat setiap orang. hukum bukan hanya teks
semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. Jadi
sudah saatnya mengubah konsep tentang hukum sebagai teks semata dan
menambahkan hukum sebagai perilaku. Dalam Islam pencemaran nama baik
termasuk perbuatan Tindak Pidana Jarimah yang mana jenis sanksinya
termasuk jarimah ta’zir hal inilah yang membedakan skripsi tersebut dengan

kedua skripsi diatas.
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D. Tujuan Penelitian

E.

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan penelitian adalah:

1.

Mengetahui sanksi hukum Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE

Tahun 2008 melalui internet.

. Mengetahui tinjauan Figih Jinayah terhadap pelaku dan sanksi hukum

pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE

Tahun 2008.

Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pemahaman,
pengembangan, pembaharuan, pedoman dan berguna bagi pengembangan
limu-ilmu Hukum yang telah ada yakni memperkaya dan memperluas
khazanah ilmu hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dalam Perspektif Fiqih Jinayah.

. Aspck Terapan

Hasil studi analisis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para
korban guna memperoich perlindungan  serta pengetahuan tentang

pemberlakuan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dalam Perspektif Fiqih Jinayah. '
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F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis akan
menjelaskan pengertian dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah: Suatu perbuatan yang meclanggar hukum baik
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh sescorang yang
perbuatannya dapat mengakibatkan pelanggaran dalam Undang-undang dan
dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pencemaran Nama Baik melalui internet adalah: Suatu kejahatan yang
menyerang atau mencemarkan kehormatan (menghina) sescorang atau
kelompok melalui sebuah teknologi komunikasi global yang terhubung di
seluruh dunia yang mana perbuatannya itu bisa menyebabkan seseorang
merasa malu atau di rugiakan bagi seseorang atau kelompok.

3. Sanksi Hukum adalah: tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk
memaksa seseorang mentaati Perundang-undangan yang ada, jika sescorang
melangarnya akan mengetahui akibat dari perbuataﬁnya.

4. Dalam Persrektitf adalah: Studi analisis dalam Hukum Islam yang tergali dari
Al-Qur’an, as-Sunnah atau hasil dari ljtihad para Ulama’ tentang hukum
dalam Islam.

5. Figih Jinayah adalah: Suatu ilmu tentang kumpulan hukum syara’ yang
berkaitan dengan perbuatan yang menyangkut masalah Tindak Pidana dan

hukumnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
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G. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya
pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab masalah dalam
penelitian ini secara keseluruhan bersifat penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu dengan cara mengambil data-data penelitian yang berkaitan
dengan pencemaran nama baik dan ketentuan-ketentuan pidananya.
2. Sumber data
Didalam  penulisan  skipsi ini lebih  bersifat  literatur

(kepustakaan).oleh sebab itu, sumber data yang di peroleh terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu: Bahan hukum yang diperoleh dari literatur
utama yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
misalnya:

a. Mocljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Afnil Guza, Himpunan Undang-undang Informasi Publik

c. Siswansto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Kasus: Prita Mulyasari)

d. Abdul Qadir Al-Audah , At-Tasyri Al-Jina'ly Al-Islamiy

e. Abd Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam

f. Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain
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2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang diperoleh dari kitab-

3)

kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki relevansi dengan

pembahasan skiripsi ini misalnya:

a.

b.

L]

h.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan

Ahmad M Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum
Indonesia

Ninik Widiyanti & Yukius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat

dan Pencegahannya

. Abdul Wahid dan M Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

AhmadWardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam
(Figih Jinayah)

Makhrus Munajat, Dekosnstruksi Hukum Pidana Islam

H A Djazuli., Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam)

Sayyid Sabiq, Figih Sunnalh

Bahan Hukum Tersier (penunjang) yaitu Bahan hukum yang menunjang

dengan pembahasan skripsi, misalnya media cetak (Koran, jurnal) atau

melalui browsing internet.



18

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui
teknik Bibliografi, yaitu melalui buku-buku refrensi, yang terkait denagan
pokok pembahasan masalah sanksi pidana pencemaran nama baik

Sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca,
mempelajari, mencatat serta, menelaah sumber kepustakaan terscbut yang
selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis
untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana tinjauan Figih

Jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik.

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul,
maka data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

1) Editing, yaitu denagn memeriksa kembali semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, keserasian dan kesesuaian data antara
yang satu dengan yang lain.

2) Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematiskan data-data yang
telah diperoleh dalam karangka paparan yang sudah direncanakan
sebelumnya.

3) Analizing, yaitu dengan mengadakan penganalisaan terhadap data-data
yang telah disusun, dengan cara menyelami dan merefleksikan data-data

tersebut supaya ditarik kesimpulan.
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5. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka, teknik analisis data yang
akan di pergunakan adalah:

a) Metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk membuat
gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian, kemudian
dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada literatur.

b) Metode deduktif mengemukakan data-data yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan
untuk menganalisa Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU No. 11 Tahun
2008 tentang ITE terhadap pencemaran nama baik melalui internet dan
sanksi hukum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

mengenai perspektif Figih Jinayah.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam memperjelas penguraian skipsi ini, penulis berusaha menjelaskan
pembahasannya yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:
1. BAB I adalah: Uraian yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami
pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari delapan sub yang
meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Peneitian, Definisi Operasional, Metode

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
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2. BAB II adalah: Memuat tentang pencemaran nama baik dan sanksi hukum
dalam Fiqih Jinayah. Disini menjelaskan tentang pengertian, pembagian,
unsur-unsur, dan teori pembuktian dari hukuman hAudud, gishas dan ta’zir,
sehingga dapat menghantarkan pada penerapan sanksi hukum pencemaran
nama baik dan sanksi hukum dalam perspektif Figih Jinayah.

3. BAB III adalah: Berupa ]5isk1ipsi tentang Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat
1 UU ITE No.11 Tahun 2008 berupa; Subtansi Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45
Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008, Unsur-unsur Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45
Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008, Penerapan sanksi hukum dalam Pasal 27
Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.ll Tahun 2008, dan Bentuk
penerapan hukum dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11
Tahun 2008.

4. BAB IV adalah: Menganalisis Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE
No.11 Tahun 2008 yang meliputi: analisis penerapan sanksi hukum menurut
pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.1l1 Tahun 2008 tentang
pencemaran nama baik dalam Fiqih Jinayah, dan analisis Fiqih Jinayah
terhadap penerapan sanksi hukum dalam pencemaran nama baik menurut
pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008.

5. BAB V adalah: Bab akhir scbagai penutup yang bersifat Kesimpulan dan

Saran-saran.



BABII

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SANKSI HUKUM
DALAM FIQIH JINAYAH

A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian pencemaran nama baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam Hukum Islam memanglah
sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik
dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran
nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya.

Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah, menghina (merendahkan)
orang lain didepan manusia atau didepan umum.! Abdul Rahman Al-Maliki
membagi penghinaan menjadi tiga:2
a. Az-zammu adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang

berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecchan
manusia.
b. A/-Qadu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan

harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

TAbdul Hamid Al-Ghazali, /hva’ Ulumuddin, Juz V. Ahli Bahasa, TKH. Ismail Ya'kub, Fauzan,

1989, 379

2Abd Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam fslam, Terj Syamsudin Ramadhan, (Bogor: Pustaka

Tarrqu! 1zzah, 2002), 12

21
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c. At-Tahgir adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan
pencelaan atau pelecehan.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model
penghinaan:3
a. Sukhriyyah adalah: Meremehkan atau menganggap remeh orang lain

karena sebab tertentu.

b. Lamzu adalah: Menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan
kejelekan orang lain.

c. Tanabuz adalah: Model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau
memanggil lawan bicara dengan scbutan jelek, dan sebutan yang paling
buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang
Islam.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu
domba, memata-matai, mengumpat, mencaci memanggil dengan julukan
tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan
atau kcmuliaan seseorang. Islam pun menghinakan orang-orang yang
melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mercka dengan janji yang pedih
pada hari kiamat. Scbagimana dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat: 10-12

4 00 o 3 s - 3 - . - L2 R, 2 -
ﬁ\m/&;b,r&;w)w,wdby?UJ

7 -

3imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain, (Surabaya: Nur Asia, 1995), 428
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“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpal lagi
hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur ﬁtna]z, yang
sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa™’*

Sebagaimana juga dalam kaidah dibawah ini:

o A A T e o Ly s L 3
pher oly e ¢ g,f ) 3 o

“Barang siapa mengejek atau mencaci seseorang, maka Wajzb baginya
hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapannya’. 3

Sebagaimana ketentuan diatas maka pencemaran nama baik
merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana kejahatan atau disebut juga
dengan jinayah, menurut Djazuli dalam bukunya yang berjudul Figih Jinayah
mengatakan, pengertian Jinayah dibagi kedalam dua jenis pengertian yaitu,
pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari
sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

1) Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Syara’dan dapat mengakibatkan hukuman Had atau 7Ta’zir.

2) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkankan hukuman /Had bukan

Ta’zir5

“Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Tetjemahnya, 961

*Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husayn Al-Nasaburi, Shahik Muslim, 1, 52

®A Djazuli , Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), 2
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Pengertian Jarimah

Menurut bahasa jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau
hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan
dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (Agama).

Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi jarimah

menurut istilah adalah:
5 A% L Jbs Al o) A b o glas

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang olch syara’, yang
diancam dengan hukuman had dan ta’zir”’

Pengertian jarimah menurut istilah Hukum Pidana Islam tersebut
hampir bersesuaian dengan pengertian menurut Hukum Positif (Hukum
Pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah Hukum Pidana Indonesia diartikan
dengan perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang,
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Mcnurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai
Tindak Pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam
dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum
artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-

undang maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai Tindak Pidana.*

1bid., 1

8Abdullah Mustafa dan Ruben Ahmad. /ntisari Hukwmn Pidana, (Jakarta: Ghalia indonesia, Cet.1,
1983), 64
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B. Pembagian Jarimah
Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi,
secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjau dari beberapa segi
diantarzmya:9
1. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman
Para Ulama’ membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya
hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an atau Hadits. Atas
dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu:'" jarimah hudid,
jarimah gisas,dan jarimah ta’zir.
Penjelasan tentang jarimah hudud, Jjarimah Qisass,dan jarimah ta’zir
serta pembagian-pembagiannya akan diuraikan sebagai berikut:
a. Jarimah Hudod
Jarimah hudiid adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Pengertian hukuman /f1ad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh
syara’ dan menjadi hak Allah. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah
hudiid adalah:"!
1) Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukuman tclah

ditcntukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

9. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukun Pidana Is{am (Figih Jinayah), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 17-27

A Djazuli, Figih Jinayah, 13

'Y Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), \'1
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2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah. Artinya, hukuman tersebut |
tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban
atau kerluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.
Jarimah hudixd ada tujuh macam antara lain:

a) Jarimah Zina firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2

& i e WSisk ) sl R W3 0y 55 G 0 eyl

° ‘., - - s0 o Ed - b o #
gl e it Ui 2y U oy il 04t (257 0 Al

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlaly belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) lukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman'."”

b) Jarimah Qazaf (menuduh zina) firman Allah dalam surat An-Nur

ayat 4

Lot . L cie o 17 - P Y P S SRR L A T Rt
Uy 50 Tpled pp y 2l 12 0L LG 0 o et 0 gy ()
’ ’ ’/ I/ -0 . ::’ ’,Ea, PN /’l,:/

Oy lilt 15 8l 11 3303 () 158

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mercka (vang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

dan janganlah kamu terima kesaksian mercka buat selama-lamanya.
Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”’"

2pepartemen Agama RI, A/-Qur’an dan Tetjemahnya, 543
" Ibid., 544
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¢) Jarimah Syurbul Khamr firman Allah dalam surat Al Maidah ayat

90

Job b sy, Ll ’,:;;‘ir, e Wy FARCRt Gl G
d ° 23 - - s .

O yrelif (S 6,255 Olazh

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka

jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar kamu  mendapat
keberuntungan”**

d) Jarimah Pencurian firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 38
Dy i e VST S G o Gl 1aki 3,000 5,00
e

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”."”

e) Jarimah Hirabah (perampokan) firman Allah dalam surat Al Maidah

ayat 33

8,0 -

o £ ’:'r L SR 0 £° . - . e - . . i ),’ L&
f 1 Of el il s 0%ty 000 A 0l el T W)
4 0 o a7 - " .oE° - a”_o)af o7 o e.l‘)u;-z: 951;:_395 ,"//!
L_S,}"'réjin’u")m&"‘j-‘u! J“-’u"‘u"ﬁ-"’)‘ﬁﬁi*ﬂ‘d‘”}‘ (PRI

2 P 44 Lo s, w0l .
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Y 1bid., 176
B 1bid., 165
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang  yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibvang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar. 16

f) Jarimah Riddah (keluar dari islam) firman Allah dalam surat Ali

Imran ayat 85
. PR P4 L AL Re ’z‘_}o’,’ ¢ 6 8 L0 Lm0 so
D0 [ U B3R e i o B ) 2 e )

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-
kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di
akhirat termasuk orang-orang yang rugi v

g) Jarimah Al-Bagyu (pemberontakan) firman Allah dalam surat Al

Hujurat ayat 9

- 8 0.

- o - - 2 e o P o

AR RS WA P W T NE Ty A R EC S Y
Py ofz',"’":’ IS “ o’ ”':’ o B0
Gl Lemlols osls 0B AT o (B a5 1 U

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua
golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu
kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allal), maka damaikanlah antara keduanya dengan
adil dan berlaku adillal. Sesunggulinya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil"®

1% 1hid., 164
7 1bid., 90
" 1bid., 846
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2) Jarimal Qisasdan Diat
Jarimah Qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman Qisas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah
ditentukan oleh syara’. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam
arti sudah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau
maksimal. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had
merupakan hak Allah, sedangkan Qisas dan diat adalah hak manusia.

Pengertian dari pada hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut

bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.l9 Dengan

demikian, ciri khas jarimah Qisas dan diyat adalah:

a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas yakni sudah ditentukan oleh
syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

b) Hukumannya adalah hak perscorangan (individu), yakni korban atau
keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
Jarimah Qisas dan diat ini hanya ada 2 macam yaitu: pembunuhan dan

penganiayaan. Namun, apabila diperluas maka ada 5 macam yaitu:z"

a) Pembunuhan sengaja (a/-gat/u al-amdu) dan Pembunuhan menyerupai
sengaja (al-qatlu syibul amdi) dalam firman Allah dalam surat Al

Baqarah ayat 178 dan 179

""Makhrus Munajat, Dekosnstruksi Hukum Pidana [slam. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12
Y. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Is/am, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet V. 1990), 8
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"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuli; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka
barang sigpa yang mendapat suatu pemaatan dari saudaranya,
hendakiah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (vang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedibh.
Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwd' !

b) Pembunuban karena kesalahan (a/-gat/u khata’) firman Allah dalam

surat An Nisa’ ayat 92 dan 93
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh scorang
mukmin (vang lain), kecuali karcna tersalaf (1 tidak sengaja), dan barang
siapa membunul seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diat yang diseraltkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika
mereka (keluarga terbunuly) bersedekah. Jika ia (si terbunult) dari kaum
yang memusuhimy, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si
pembunuly) memerdekakan hamba-sahaya yang m ukmin. Dan jika ia (s/

2 Departemen Agama RI, Afl-Qur’an danTerjemahnya, 43 dan 44
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terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada petjanjian (damai) antara mercka
dengan kamu, maka (hendaklah si pembunull) membayar diat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya,
maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut
sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuli seorang
mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta
menyediakan azab yang besar bagin yalt

c) Penganiayaan sengaja (a/~jarhul-amdu) dan Penganiayaan tidak sengaja

(al-jarhul-khata’) firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179
Ry S L3 il uJJ.f G5 oladh b “’,.’Q’)

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa™>

3) Jarimah ta’zir
Jarimah ta’zir dalam bahasa arab adalah dari kata masdar (kata
dasar) dari ‘azzara, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz
‘azzara itu juga dapat bararti menguatkan, memuliakan, membantu.**
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir. Menurut bahasa ialah ta’dib atau memberi pelajaran. Sedangkan

menurut istilah dikemukakan Al-Mawardi ta’zir adalah

Sadbilgd ¢ 25 4 s e sl g

21bid., 135 dan 136
3 Ibid., 44
M A Djazuli, Figih Jinayah, 159
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“Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak
pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara s

Sedangkan 7Ta’zir menurut terminologi dalam Figih Islam adalah
tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi
Hadd dan Kafaratnya. Dengan Kata lain 7a’zir adalah hukuman yang
bersifat edukatif yang ditentukan oleh Hakim' atas pelaku Tindak Pidana
atau pelaku perbuatan ma’siat yang hukumannya belum ditentukan oleh
syari’at atau kepastian hukumannya belum ada.®®

Ta’zir secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan
pelaku kriminal karena Tindak Pidananya yang memalukan. Dalam 7a zir
hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-
nya), dan Qodhi diperkenakan untuk mempertimbangkan baik bentuk
hukuman yang dikenakan maupun kadarnya. |

Secara ringkas dapat dikatakan babwa hukqman Ta’zir adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan
kepada Ulil Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam
menentukan hukuman, Penguasa hanya menetapkan hukuman secara
global saja. artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman

untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan

2 Abu Hasan Ali Al-Mawardi, Al~Ahkam As-Sulthanivah. (Beirut: Dar Al-Figr, 1960), 236
2”Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 10, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 159



33

sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-
beratnya.

Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman
tersebut belum ditentukan olch syara’ dan ada batas minimal dan batas
maksimal serta penentuan hukumannya diserahkan penuh kepada
penguasa karena merupakan hak penguasa. Dengan demikian, ciri khas
Jjarimal ta’zir adalah sebagai berikut:

a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas minimal dan maksimal.
b. Pencntuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta’zir menjadi 3 bagian:”’

a) Jarimah hudid, Qisas dan diyat yang mengandung unsur subhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai
perbuatan ma’siat, seperti wati’ subhat, pencurian harta syirkah,
pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta
benda.

b) Jarimah ta’zir yang jenis jarimaya ditentukan oleh nas, tapi
sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah
palsu, mengicu timbangan, mcnipu, mengingkari  janji,

mengkhianati amanat, dan menghina agama.

2 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy.Juz 1, 15
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¢) Jarfmah ta’zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang
penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan
pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Bila di lihat dari berubah tidaknya sifat jarimah dan jenis hukuman,
para fuqaha membagi jarimah ta’zir kedalam dua bentuk:

a) Jarimah ta’zir yang jenisnya ditentukan oleh syara’ seperti,
mu’amalah dengan cara riba, memicu timbangan, menghianati
amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat
curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya
semuanya diserahkan kepada penguasa.

b) Jarimah ta’zir yang ditentukan oleh pihak penguasa atau
pemerintah. Bentuk jarfmah ta’zir yang kedua ini pada suatu saat
mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi
masyarakat pada waktu tertentu misalnya, Undang-undang yang
mengatur.”®
Adapu tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada

penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta’zir, seperti tuduhan

®Makhrus Munajat, Dekosnstruksi Hukum Pidana Islam, 14
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mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Termasuk penghinaan yang
dikenakan hukuman fa’zir.
2. Ditinjau dari segi niat
Ditinjau dari segi niatnya, jarimal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1) Jarimah sengaja
Jarimah sengaja yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang
dengan kesengajaan dan atas kebendaknya serta ia mengetahui bahwa
perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari definisi
tersebut bahwa jarimah disengaja harus memenuhi tiga unsur yakni:
a. Unsur kesengajaan.
b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukan.
c. Unsur pengetahuan tentang dilarangya perbuatan.
2) Jarimah tidak sengaja
Jarimah tidak sengaja yaitu, jarimalt dimana pelaku tidak sengaja
(berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan
tersebut terjadi sebagai kelalaiannya (kesalahannya). Dari definisi
tersebut bahwa kelalaian (kesalahan) dari faktor penting untuk jarimah
tidak sengaja. Kesalah atau kekeliruan ada dua macam:
a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimal,

tetapi jarimah ini sama sekali tidak dinjatkan.
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b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak
diniatkannya sama sckali. Dalam hal ini jarimah tersebut terjadi
sebagai akibat kelalaian atau ketidak hati-hatiannya.

3. Dintinjau dari segi waktu tertangkap

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Jarimah tertangkap basah yaitu, jarimah dimana pelakunya tertangkap
pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam
masa yang dekat.

2) Jarimah yang tidak tertangkap basah yaitu, Jjarimah dimana pelakunya
tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut melainkan

sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

4. Ditinjau dari segi cara melakukan

1) Jan'mab positif yaitu, jarfinah yang terjadi karena melakukan perbuatan
yang dilarang seperti pencurian, perzinaan, dan pemukulan.

2) Jarimah negatif yaitu, jarimah yang terjadi karcna meninggalkan
perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau menjadi saksi, enggan
melakukan shalat dan puasa. Jarfmal negatif dibagi dibagi menj adi dua.

a. Jarimah negatif semata. Jarimah ini tidak menycbabkan timbulnya
Jjarimah lain seperti enggan mengerjakan shalat dan puasa. Hukuman

ini adalah hukuman ta’zir.
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b. Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif seperti seorang ibu
yang tidak mau menyusui anaknya, sechingga meninggal karena
kelaparan atau kehausan. Hukuman ini, ulama’ berbeda pendapat.
Menurut imam Maliki, Imam Syafi’l, dan Imam Ahmad, hukumannya
adalah hukuman pembunuhan sengaja yaitu, QJsas apabila tindakan
tersebut dimaksudkan untuk membunuh. Menurut Imam Abu Hanifah,
perbuatan tersebut tidak digolongkan pada pembunuhan sengaja,
karena kematian itu disebabkan oleh lapar atau haus bukan karena
penahanan, sedangkan lapar atau haus tidak ada orang yang
membuatnya. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan
berpendapat bahwa penahanan tersebut dapat digolongkan kepada
pembunuhan sengaja, karena pada umumnya manusia tidak akan dapat
tahan hidup tanpa makan dan minum. Oleh karenanya, menahan
makanan dan minuman pada saat terjadi lapar dan haus berarti
membunuh.

5. Ditinjau dari segi objek
1) Jarimah Perseorangan yaitu, jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya
dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individual) walaupun
scbenarnya apa yang menyinggung individu, berarti juga menyinggung
masyarakat. Dalam jarimah perscorangan, scgi perseorangan lebih

menonjol. Jarimah Qisas dan diyar termasuk jarimah perscorangan. Olch
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karenanya, korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dari hukuman
Qisas atau diyat. Jarimah ta’zir sebagian ada yang termasuk jarimah
perseorangan seperti penghinaan dan penipuan.

2) Jarimah Masyarakat yaitu, jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya
dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun
sebenarnya kadang-kadang apa yang menyingung masyarakat juga
menyinggung perseorangan. Dalam jarimah masyarakat, segi masyarakat
yang terkena oleh jarimah masyarakat meskipun sebagian darinya ada
yang termasuk jarimah masyarakat jika yang disinggung itu hak
masyarakat seperti penimbunan buah-buahan pokok.

6. Ditinjau dari segi karakter

1) Jarimah biasa yaitu, jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa
mengaitkan dengan tujuan-tujuan politik.

2) Jarimah politik yaitu, jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap
peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap

garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Unsur-unsur jarimah

Dari pengertian diatas, bahwa pengertian pencemaran nama baik adalah
salah satu perbuatan jarimah yang dilarang olch Syara’ dan diancam dengan
hukuman ra'zir. Kata Syara’ dalam pengertian jarimah yanng dimaksud adalah

larangan-larangan terscbut harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas)
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Syara’, karena Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila terdapat
hukuman yang telah ditentukan pada perbuatan jarimah tersebut.

Karena kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut
datang dari Syara’, maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut
ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan
(taklifj, sebab pembebanan tersebut memiliki arti panggilan (khitab) dan orang
yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak
mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.”

Orang yang hilang ingatan atau orang gila dan kanak-kanak yang belum
tamyiz, yang dapat memahami pokok panggilan (khitab), tetapi tidak
mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan,
apakah akan membawa pahala atau siksa, maka keduanya dipersamakan dengan
hewan dan benda-benda mati. Oleh karena itu sukar diberi pembebanan (fak/if),
karena untuk dapat memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan
pengertian terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertinnya
terhadap perincian-perincian.

Dari penjelasan diatas, maka jarimah memiliki unsur-unsur yang
terpenuhi. Adapun unsur-unsur tersebut ada yang umum dan yang khusus.

Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya

¥ A Djazuli, Figih Jinayah, 2
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berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu

dengan yang lain. Adapun unsur-unsur jarimah ada 3 macam yaitu:*

1. Unsur Formal yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman, artinya setiap perbuatan tidak dianggap
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash
atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini
dikenal dengan istilah asas legalitas yaitu, suatu perbuatan tidak dapat
dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum
adanya peraturan yang mengundangkz:mnya.3 ' Dalam syari’at Islam lebih
dikenal dengan istilah ar-rukn asy-syar’i. Kaidah yang mendukung unsur ini
adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melangar hukum dan tidak ada
hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain
menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya
ketentuan nas”.*?

2. Unsur Material (sifat melawan hukum) yaitu, adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap
tidak berbuat (negatif). Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan
ar-rukn al-madi.

3. Unsur Moril yaitu, pelakunya adalah orang mukallaf, artinya bahwa

pelakunya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas jarimah

**Makhrus Munajat, Dekosnstruksi Hukum Pidana Islam. 10
*'KUHP Pasal | ayat 1
* Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islamiy, Juz 1, 121
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yang dilakukan.>* Dalam syari’at Islam unsur moril disebut dengan ar-rukn
al-adabi. Haliman dalm Desertasinya menambahkan, babwa orang yang
melakukan Tindak Pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan artinya,
bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena
pembelaan diri*
Unsur-unsur diatas dikemukakann guna mempermudah dalam mengaji
persoalan-persoalan Hukum Pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana

terjadi.

D. Teori pembuktian dalam figih jinayah
Teori pembuktian dalam figifi jinayah mencakup pada alat-alat bukti,
yang bertujuan untuk memperkuat dan menjadi petunjuk dalam suatu kejadian

Jjarimah*® Adapun alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Saksi (As-Syahadah) ialah, pemberitaan yang benar untuk menerapkan suatu
hal dengan lafal syahadah/kesaksian didepan sidang pengadilan atau bisa
juga diartikan pemberitaan atau hak Allah ataupun hak manusia,
pemberitaan yang tertib dari keyakinan, bukan dari scbuah perkiraan.

2. Igrar (Pengakuan) adalah, mengabarkan suatu hak bagi orang lain, bukan
mengisbatkan (menetapkan)-nya. Dan ia suatu kabar yang berkisar atau

berbeda antara benar dan salah, maka ia suatu kabar yang mungkin

3*H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam(Figih Jinayah). 28

“Haliman, Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah, (Jakarta: Bulan
Bintang), 48

3Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Teori Pembuktian Menuruf Figih Jinayat [slam, Yogyakarta,
Andi Offset



42

(muhtamil) dengan mempertahankan zahirnya dan dengan demikian ia bukan

hujjah. Tetapi ia tidak jadi hujjah bila disertai dengan dalil ma’qul (masuk

akal yang mengutkan sisi benar dan sisi dustanya).

. Al-Qara’in atau Qarinah diambil kata mugarranah yakni mushabah

(pernyataan), kadang-kadang petunjuknya lemah atu kuat, menurut kuat atu

lemahnya pernyataan. Dan kadang-kadang ia meningkat ketingkatan pasti

atau menurun ketingkatan mungkin atau jauh sekali, sehingga jadi tidak

periu dipedulikan lagi. Ukuran dalam menctapkannya adalah kepada kuat

pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan.

. Al-Khibrah yaitu, setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap

sesuat masalah, kadang-kadang untuk memastikan penyelidikan suatu

masalah, perlu kepada kemampuan yang khusus, baik teknik maupun ilmiah,

maka ini dapat dipergunakan dalam pemeriksaan.

. Ma’lumatul Qadli (Pengetahuan Hakim), dalam wad’i dikenal ada dua

macam pengetahuan Hakim:

1) Pengetahuan yang diperoleh dari luar dengan sifatnya sebagai seorang
dari manusia umumnya.

2) Pengetahuan yang didapatinya dengan sifatnya sebagai Hakim dari
pemeriksaan yang diambil dalam dakwa.

. Al-Khitabah (surat), tentang A/[-Khitabah (surat) para fuqaha’ berselisih

tentang berhujjah atau tidak dengan surat/tulisan untuk menetapkan hak-hak

dalam masalah perdata, ada dua golongan:
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a. Golongan yang menolak berhujjah dengan tulisan/surat dalam
pembuktian.

b. Golongan yang berhujjah dengannya dan membolehkannya untuk
menectapkan, karena syara’ telah memandangnya, guna memelihara
maslahat manusia.

. Al-Yamin (Sumpah), pengertian A/-Yamin ialah kekuasaan, dan ia dipakai

pada anggota badan dan sumpah. Karena itu salah satu tangan dinamai

dengan yamin, karena lebih kuatnya dari pada yang lain. Dan dinamai
bersumpah dengan nama Allah itu yamin. Orang yang disumpah itu ada tiga
macam: si mudda’i- Pendakwa, si mudda’a alaih- terdakwa, saksi.

. Al-Qasamah yakni, sumpah. Qasamah menurut syara’ digunakan pada

sumpah dengan atas nama Allah.



BAB III
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SANKSI HUKUM DALAM
PASAL 27 (3) JO PASAL 45 (1) UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Subtansi Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ini, termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum.
Peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara,
berfungsi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila.

Semangat kontrol dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik selayaknya tidak mereduksi kebebasan berpendapat
dan berekspresi, pengenaan ketentuan itu tetap memperhatikan  asas
proporsional. Hal itu penting agar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang
diakui konstitusi tetap terjamin. Jika kebebasan berpendapat dihambat, justru

masyarakat yang dirugikan.'

'Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasarr), 8

44
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Karena dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dimana sanksi-
sanksi pidana dan dendanya cukup berat, bilamana tidak dikontrol dengan
tegas, akan disalah gunakan oleh penegak hukum dan sangat rentan terjadinya
pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 27 Ayat 3 menyatakan, setiap orang dilarang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang meniliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan
Pasal 45 ayat 1 menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 3,
diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1
miliar rupiah.”

Dalam UU ITE sejatinya tidak definisikan dengan jelas apa yang
dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, akibatnya perkara
hukum yang terjadi seringa kali merupakan penafsiran yang subyektif.
Seseorang dengan mudah bisa menuduh Pers atau masyarakat telah menghina
atau mencemarkan nama baik orang, golongan, lembaga, atau agama. Jika ia
tidak suka dengan cara Pers atau masyarakat memberitakan dirinya. Hal ini
menyebabkan Pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik “rancu’,

karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut Pers atau masyarakat.

*Afnil Guza, Himpunan Undang-undang Informasi Publik, 63
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Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai “Pasal-pasal karet”,
karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan di interpretasikan. Terlebih-lebih
jika pelanggaran itu terkait dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi
Negara.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan/atau nama baik
seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk juga orang yang su.dah
meninggal.

Keberlakuan dan tafsiran atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat
dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Demikian salah satu pertimbangan Mahkama Konstitusi menyimpulkan bahwa
nama baik dan kehormatan sescorang patut dilindungi oleh hukum yang
berlaku, schingga Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak melanggar nilai-nilai
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip Negara Hukum. Pasal 27
ayat 3 UU ITE adalah Konstitusional.?

Scbagai fex specialis dari lex generalis dalam Bab XV1 Buku Il KUHP,
pengertian yuridis “pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan Pasal 27
ayat 3 UU ITE harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan khususnya
pencemaran dalam Jex generalisnya in casu Bab XVI KUHP terscbut.

Discbabkan UU ITE tidak memberikan pengertian yuridis dari kedua kualifikasi

3putusan Mahkama Konstitusi Republik Indoncsia, Nomor 50/PUU-V1/2008
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pencemaran maupun penghinaan. Dalam menjerat pelaku pencemaran nama
baik di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat 1.
1. Asas Hukum

Asas hukum merupakan pikiran dasar, juga merupakan sebagain cita-
cita manusia. Asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang memberi
arah sebagai dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dipositifkan
dalam Undang-undang dan Jurisprudensi. Asas hukum sebagai endapan
metodologis, atau yang melatar belakangi pikiran-pikiran hukum (idea of
rulé) yang terjelma dalam peraturan Perundang-undangan atau dalam
putusan Pengadilan, sehingga memberikan akibat pada kenyataan yang ada
dalam masyarakat ( faktor riil) dan asas hukum ini, diambil sebagai nilai-nilai
untuk menjadi pedoman hidup dalam masyarakat (faktor idiil).

Asas-asas hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam
Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih
teknologi atau netral teknologi.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa asas
kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Tcknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik scrta segala sesuatu yang mendukung
penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di

luar Pengadilan. Asas manfaat menurut Undang-undang ini, berarti asas bagi
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pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas kehati-hatian mengadung maksud memberikan landasan
bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang
berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pibak
lain, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Asas iktikad baik menurut Undang-undang ini, berarti asas yang digunakan
para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik, tidak bertujuan untuk
secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian
bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Adapun asas kebcbasan memilih teknologi atau netral tcknologi,
berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, schingga dapat
mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.*

2. Tujuan Hukum

Adanya Hukum Pidana yaitu, untuk melindungi masyarakat serta
untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Sehubungan
dengan perlindungan Hukum Pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu

perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan Hukum Pidana yang

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi FElektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari) , 45
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baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer Hukum Pidana

itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsider Hukum Pidana itu

hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila
upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum Pidana hayalah salah satu
sarana atau upaya penanggulangan kej ahatan.’

Tujuan pemanfaatan terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: 6

a. Mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia;

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional dalam rangka
meningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Meningkatkan efektivitas dan efisicnsi pelayanan Publik;

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada sctiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab; dan

¢. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna
dan penyelenggara Tcknologi Informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008,

ingin membagun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam

SBambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 52
SAfnil Guza, Himpunan Undang-undang Informasi Publik, 53-54
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tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang
dirakit melalui pengembangan Sistem Informasi Elektronik dengan
diciptakan melalui kondisi Transaksi Elektronik, yang pada akhirnya Bangsa
Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat
dipungkiri, bahwa perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik telah
menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian'
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian
dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalah gunaanya sehingga
berpotensi terjadinya pelanggaran Tindak Pidana.

Sedangkan dalam rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana 1986 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan
tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:’

a. Untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana demi pengayoman Negara,
masyarakat dan penduduk.

b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat
yang berbudi baik dan berguna.

c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan olch Tindak Pidana.

d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia.

7Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 32
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Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut maka ada beberapa pendapat
Sarjana Hukum diantaranya; Prof Subekti. SH mengatakan bahwa hukum
itu bertujuan untuk melayani Negara dalam mewujudkan keadilan dan
ketertiban masyarakat. Sedangkan keadilan itu selalu mengandung
penghargaan, penilain, dan pertimbangan yang sama pula Dr. Soedjono
Dirdjosisworo. SH mengatakan bahwa tujuan hukum itu dititik beratkan
pada perlindungan antara kepentingan masyarakat yang keduanya itu harus
serasi, selaras, dan seimbang. Apabila hal ini dapat terwujud maka
masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai.®

Jadi tujuan hukuman bukan untuk menakut-nakuti masyarakat yang
melakukan kejahatan, dan bukan berarti terhadap kejahatan tidak perlu
dilakukan usaha-usaha penanggulangan, salah satu cara untuk
menanggulangi kejahatan ialah dengan menerapkan Hukum Pidana.’

“Kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas
diberikan, yang dapat menimbulkan masyarakat kegoncangan dalam
mz:lsyarakat”.'0 Kcjahatan merupaka perilaku yang bertentangan dengan
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang disahkan oleh hukum tertulis.

Batasan kcjahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat anti

sosial yang memperoleh pantangan besar dari Negara berupa penderitaan.

*Sudarsono. Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), 63

Ninik Widiyanti & Yukius Waskita, Kcjahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta,
1987, 18

"B Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial, (Bandung: Tarsito, [981), 71
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Selanjutnya Bonger juga mengatakan “kejahatan merupakan sebagian dari
perbuatan immoral”. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan
anti sosial. Namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingah lakunya,
sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral

belum tentu dapat dihukum."

B. Unsur-unsur Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1) UU. No. 11 Tahun 2008

Ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat | tidak ada definisi apa yang
dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu, untuk
menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik, harus
merujuk Pasal 310 KUHP selain itu , ada disparitas ancaman pidana cukup
besar antara ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE terhadap
pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9
bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Bandingkan dengan ketentuan Pasal
45 ayat 1 UU ITE yang mengancam pclaku dengan pidana penjara paling lama

6 tahun dan/atau denda paling banyak | miliar rui)iah.
Dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan
juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu Tindak Pidana

dikumpulkan dalam Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

""Abdul Wahid dan M Labib, Kejahatan Mayantara (cyber crime), (Bandung: PT. Refika Aditama,
2005), 38
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“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik”. Dalam Amicus Curige disebutkn ada 3 unsur yang harus dicermati
yaitu:

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak.
Menurut keterangan Menkominfo dan Menhukbam pada persidangan
di Mahkama Konstitusi pada 12 Fcbruafi 2009 unsur dengan sengaja
diartikan scbagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi
dan/atau  Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur yang tanpa hak dalam
kescmpatan yang sama juga diartikan sebagai “perumus sifat mclawan
hukum yang dapat diartikan scbagai: Bertentangan dengan hukum dan
Bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau hak”.
3 Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.
Undang-undang ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan
oleh karcna itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa

Indonesia yang memberikan dcfinisi scbagai berikut menyalurkan
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(membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa
tempat (seperti pasar, toko).'>

Undang-undang ITE juga tidak menjelaskan  definisi  dari
mentransmisikan oleh karena itu juga di ambil dari definisi baku melalui
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut
mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang
lain (benda lain)."

Undang-undang ITE juga tidak memaparkan definisi dari membuat
dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu
kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri
atau dalam jaringan."

3. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menuduh seseorang mengenai suatu fakta yang tepat schingga
mencoreng nama. Fakta tersebut haruslah tercetak, disiarkan, diucapkan atau
dikomunikasikan dengan orang lain. Disamping itu pencemaran nama baik
bisa pula dikategorisasikan dalam bentuk fitna atau penistaan (defamation),
yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk lainnya dan
hujatan atau pencimaran nama baik (/ibel), yang merupakan suatu

. . hJ
pernyataan lisan atau sikap."

"2Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi [11, 2003, 336
Y 1bid., 1485

':Pasal | angka 15 UU No 1| Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik
12 Http://www dctiknews.com, 06-Maret-2009
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Perbuatan diatas, mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang
timbul merupakan delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan
dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, delik ini
termasuk Delik Formil atau delik dengan perumusan formil yakni, unsur
muatan melanggar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pasal
ini tidak perlu dibuktikan akibat dari muatan melanggar penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formal Informasi
Elektronik dan Dokumen Elektronik telah mengandung muatan yang

dilarang oleh Undang-undang.

C. Penerapan Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1) UU. No. 11 Tahun 2008
Pembuatan Undang-undang sejak semula bermaksud melindungi
kehormatan yang dalam bahasa Belanda disebut eer, dan nama baik dalam
bahasa Belanda disebut geoden naam.'®
Para pakar hukum belum sependapat tentang arti dan definisi
“kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama
baik mcnjadi hak seseorang atau Hak Asasi setiap manusia. Dengan demikian,
hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.
Dasar diadakannya pasal pencemaran nama baik sesungguhnya dibuat

untuk melindungi sescorang terhadap tulisan-tulisan bernada dengki dan tidak

'®Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. 9
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benar mengenai seseorang dan disisi lain untuk mengimbangi hak kemerdekaan
berpendapat dan kebutuhan untuk melindungi nama baik seseorang.'’

Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik serta sanksi
pidananya sebenarnya sudah dikupas tuntas dalam Pasal 310 sampai Pasal 321
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Seiring dengan perkembangan
dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan
perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru
khususnya tentang pencemaran nama baik.

Undang-undang ITE mulai berlaku sejak diundangkan yakni 21 April
2008 hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UU ITE. Mengenai
Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE
mengenai larangan distribusi Informasi Elektronik bermuatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik tidak memerlukan PP, karena UU ITE tidak
mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut Pasal 27 ayat 3 UU ITE kedalam
pp.'®

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE tampak
sederhana bila dibandingkan dengan Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang
lebih rinci. Olch karcna itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk

pada Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP misalnya, dalam UU ITE tidak

"Hup://www. Hukumonline.com, 09-Juni-2009
1 Http://www. Antaranews.com, 08-Juni-2009
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terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan meruj uk Pasal 310
ayat 1 KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
Pasal 27 ayat (3) UUITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik’
Pasal 310 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kchormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal
itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah”
Pasal 45 ayat (1) UUITE

“Setiap Orang yang memenulii unsur sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), avat (3), atau ayat(4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (cnam) tahun danvatau denda paling banyak Rp
1.000.000,00 (satu miliar rupiah)’”.

Pasal 311 ayat (1) KUHP
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“lika yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau
pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang
ditudubkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan
fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun™.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak
sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat
dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam Pasal-pasal penghinaan
KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebar luaskan
Informasi Elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 ayat
(1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda
maksimum 1 miliar rupiah.

Disparitas (perbedaan) ancaman pidana seperti ini, bersifat kriminogen
(perbuatan  yang  kemungkin  menimbulkan kejahatan)'®  ditengah
Profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia yang masih
memprihatinkan. Sudah bukan menjadi rahasia umum pasal mana akan dijerat
kepada tcrsangka dalam suatu kejahatan diancam lebih dari satu ketentuan
pidana menjadi ajang negoisasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif

tertentu.

19Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elcktronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari), 12
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Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran
nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, Pasal 36
UUITE.

Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang denga sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34
yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Misalnya seseorang yang menycbar luaskan Informasi Elektronik yang
bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12
tahun dan/atau denda maksimum 12 miliar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51
ayat 2).

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama [2 (dua belas) tahun
darv/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa Informasi
Elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang sesuai dengan Hukum Acara
yang berlaku di Indonesia (UU Nomor 8/1982 tentang KUHAP), dalam Pasal
183 KUHAP dinyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada sescorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
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yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suat tindakan pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, diatur
dalam Pasal 184 KUHAP yakni:

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat,
Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian, bila seseorang dituduh melanggar Pasal 27 UU
Nomor 11 Tahun 2008 maka pembuktiannya cukup mudah dengan membutikan
perbuatan terlarang tersebut. Akan tctapi menjadiakan kesulitan bila harus
dibuktikan perbuatan itu telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Efektivitas hukum (UU Nomor 11 Tahun 2008) itu tergantung pada
penerapan normanya secara konsckwen didukung oleh mentalitas para aparat
penegak hukumnya. Dan dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 ini, harus
dilaksanakan secara berhati-hati agar tidak berdampak kepada kebebasan orang
untuk berpendapat dan berekspresi.

Scmua Hakim di Pengadilan Indonesia diminta untuk berhati-hati dalam
mengadili perkara penccmaran nama baik, karcna Pasal tersebut merupakan
Pasal Karet yang bisa di panjang pendckkan scsuai dengan kepentingan.

Putusan Hakim termasuk hukum scbagai keputusan Penguasa, karcna ia

mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestansi atau perwujudan didalam
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masyarakat Peraturan dari Keputusan Penguasa adalah para penegak hukum.?’
Polisi, Jaksa dapat memaksa anggota masyarakat untuk mentaati hukum
tersebut dan Hakim berkuasa untuk mengadilinya. Dengan demikian Hukum
adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan bersifat memaksa.

Penerapan Pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik memang
harus dilakukan dengan hati-hati. Hakim diminta tidak menganggap mudah
adanya penghinaan dalam suatu Tindak Pidana. Karena hal itu merupakan kasus
baru dalam perundangan kita.

Di khawatirkan Pasal 27 UU ITE dimanfaatkan untuk mengkriminalkan
Warga Negara mana saja yang scbetulnya hanya ingin menyuarakan hak

berpendapat mereka yang justru akan membuat persoalan semakin rumit.

D. Bentuk penerapan Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1)

Pada umumnya sengketa pengaduan atas pencemaran nama baik atau
perbuatan yang tidak menyenangkan diawali oleh adanya faktor-faktor yang
discbabkan tiga hal pokok yakni:?'

1. Pengunaan bahasa hukum yang tidak relevan
Sebenarnya konflik yang terjadi antara scscorang dengan pihak lain
pada umumnya karena penggunaan bahasa. kalimat, atau kata-kata yang

tidak tepat dan dilandasi oleh sikap rasional akan tetapi lebih diwarnai sikap

2R, Soeroso, Pengantar lhmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 39
Agiswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari), 183
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emosional yang tidak terkendalikan. Oleh karena itu sebelum kita menulis
sekaligus menyiarkan ke publik harus diteliti dan dibaca berulang kali agar
dapat diterima secara wajar dengan hati jernih.
2. Adanya komunikasi yang tidak berimbang
Belajar dari orang-orang bijak bahwa masalah itu sepanjang dalam
kehidupan manusia mulai dari peradaban kuno sampai dengan peradaban
modern senantiasa selalui mengiringi perjalanan hidup manusia. Cara
menyelesaikannya ialah dengan berhadapan langsung dengan para pihak,
atau menggunakan pihak ketiga yang dapat menjembatani pemecahan
masalah.
3. Tidak adanya saluran untuk mencmukan komunikasi hukum
Scbenarnya kasus komunikasi tidak perlu harus masuk ranah hukum,
karena penyelesaian sengketa melalui sarana hukum akan berbeda
dampaknya.
Seperti contoh kasus dalam penerapan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat |
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu
ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, Prita Mutyasari (32 Tahun)
adalah pcrempuan biasa, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak balita yang
berusia tiga tahun dan satu tahun tiga bulan. Prita bukan koruptor, atau

penjahat. Namun hanya tersandung e-mail ia harus bcrurusan dengan Polisi,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian
masyarakat luas, mulai dari menyatakan simpati melalui internet, mass media,
dan tidak sedikit juga Mahasiswa yang melakukan demo anti penegakan hukum
terhadap Prita Mulyasari dan menaruh simpati kepada prita, Di sisi lain, pihak
RS OMNI tetap bersekukuh pada pendiriannya yang tidak akan mencabut
pengaduannya. Secara lantang pihak pengacara RS OMNI berdalih bahwa
kebebasan itu harus bertanggung jawab.

Prita Mulyasari telah ditahan selama tiga minggu di LP Wanita
Tangerang, kemudian dialihkan penahanan dengan status penahanan kota
selama 30 hari. Prita ditahan karena menulis keluhanya tersebut melalui
internet, yang lalu menyebar diranah maya, yang ditanggapi oleh pengacara
Rumah Sakit Omni Internasional diTangerang dan menilainya merusak nama
baik pihak RS Omni Internasional.

Dasar penahan Prita adalah akibat dari e-mail tersebut dianggap
melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat
3 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elcktronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, dengan
ancaman hukuman yang ada adalah enam tahun penjara dan denda Rp | Miliar.
Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan
RS Omni dan putusan perdananya menyatakan Prita terbukti mclakukan

perbuatan hukum yang mcrugikan RS Omni. Hakim memutuskan Prita
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membayar kerugian materiil Rp 161 juta dan Rp 100 juta untuk kerugian
imateriil, namun Prita Banding.

Berbagai kalangan masyarakat menyampaikan simpati dan pembelaan.
Mereka menganggap apa yang menimpa Prita tidak adil dan upaya hukum
untuk memperkarakannya berlebihan. Tentu disini silang pendapat antara Prita
dan pihak RS Omni Internasional.

Dan juga Aktris Luna Maya yang terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45
ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, Lewat situs jcjaring
Twitter® yang ditulis Selasa (15/12/2009), melontarkan komentar pedas kepada
infotainment.

Padahal Luna di blognya, Twitter, sesungguhnya sedang mencurahkan
unek-uneknya. Bisa kebahagiaan, Kesedihan, Kekesalan, atau perasaan lainnya.
Sama halnya kita mencoret-coret di lembar buku harian yang kita miliki. Dan,
itu sesungguhnya bersifat personal - rahasia. Sescorang baru boleh bisa baca
buku harian (blog) kalau sudah mendapatkan izin.

Scbelum kasus Prita dan Luna Maya, sebenarnya telah banyak korban
atas kecanehan Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini, scmuanya dijatuhkan atas dasar
menggunakan media internct sebagai media penycbaran, nama-nama korban

Pasal 27 ayat 3 UU ITE:

2Twitter merupakan media seperti SMS jaman dulu, yang terbatas karakter yang bisa dikirim, 140
karakter, sehingga terkadang informasi yang dikirim tidak lengkap.
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Sejumlah Kasus Pencemaran Nama Baik

Lewat Surat Pembaca dan EmailB

Penggugat Tergugat Substansi Media Keterangan
RS Omni Prita Pelayan |Internet |3 Juni 2009 tahanan
International Mulyasari RS Surat Kota, 4 Juni 2009
Tangerang Elcktronik pemeriksaan dalam
Banten kasus Pidana
PT Duta Pertiwi | Khoe Seng | Status Cetak (surat | 4 Juni 2009 dituntut
Seng Tanah pembaca) hukuman 1  tahun
penjara dengan masa
percobaan 2 tahun
Pan Esthers | Status Cetak (surat | 15 Januari 2009
Tanah pembaca) Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta menerima
permohonan  Banding
dan membatalkan denda
| miliar
Kwic Meng | Status Cetak (surat | 4 Juni 2009 dituntut
Luan Tanah pembaca) hukuman 1 tahun
(Wenny) dengan masa percobaan
2 tahun
Fifi Tanang | Status Cetak (surat |7 Mei 2009 divonis
Tanah pembaca) hukuman 6  bulan
dengan masa percobaan
1 tahun
Bank Panin, | Erik Kesulitan Intcrnet 17 November 2008 Erik
Bank Bukopin, | Ardiansyah | Likuiditas (Surat dischors PT Bahana
Bank Artha Elcktronik) Securities  tempatnya
Graha, Bank bekerja 22 November
CIC, dan Bank 2008 ditangkap scbagai
Victoria tersangka penyebar
rumor
Alvin Lie Narliswandi | Suap sebesar | Internet 18 Juni 2008 tulisan
(Iwan) 1 miliar (blok) bejudul “Hoyak Tabuik
Piliang rupiah Adaro dan Sockanto”
dipublikasikan di
presstalk. info
14 Juli 2008 dilaporkan
ke Polda Metro Jaya
28 Agustus 2008 [wan

Bgiswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari),

181-182
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diperiksa Polisi

ERA Indoncsia

Lim Ping
Kiat

Dokumen
kepemilikan
dokumen

Cetak (surat
pembaca)

13 Agustus 2005 Lim
menulis keluh kesah
saat memekai Jasa agen
propeti ERA September
2005 dilaporkan ke
Polisi dengan tuduhan
perbuatan tidak
menyenangkan

21 Mei 2008 PN Jakarta
Pusat memutuskan
gugatan

penggutan tidak dapat
diterima 20 September
2008 Lim balik
menggugat ERA dan
meminta ganti rugi 3,1
miliar

SCTV

Revrisond
Baswir
Pengamat
Ekonomi
UGM

Pencemaran
nama baik

Mills internet

Dilaporkan ke Polda
Jogyakarta  Revrisond
kemudian minta maaf
SCTV mencabut
pengaduhan

Melihat contoh-contoh kasus diatas menurut Yasin Kara (mantan wakil

Ketua Pansus UU ITE) mengatakan UU ITE tidak perlu dihapus. Namun jika

revisi tidak hanya berupa pengurangan materi, tetapi bisa juga penambahan

terkait dengan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, penambahan

keterangan patut diberikan agar pasal tersebut tidak menjadi Pasal Karct.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat menjadi pembelajaran pada diri

kita masing-masing karena didalamnya ada scjumlah kondisi pcrubahan yang

berpotensi untuk terulangnya kasus serupa.

2 1bid, 16




BAB IV
ANALISIS TERHADAP PASAL 27 AYAT 3 JO PASAL 45 AYAT 1
UUNO.11 TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DAN
SANKSI HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Analisis Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal
27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain
memberikan kontribusi positif bagi pcningkatan kesejahteraan, kemajuan dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan
perbuatan melawan hukum.'

Adapun pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana Indoncsia diatur
dalam bab XVI tentang penghinaan Pasal 310-321 sedangkan dalam UU ITE
pencemaran nama baik maka pelaku dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE: “Setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan — dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dar/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemardil

nama baik’

'Ahmad M Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2004), 1



69

Dengan perbuatan yang dilakukan maka pelaku dikenakan sanksi
hukuman dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun daw/atau
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)’.

Yang terjadi pada saat ini yaitu kasus hukum yang mempunyai nilai
“kontroversi” dan juga rasa keadilan bagi seseorang seperti: Prita Mulya Sari,
Luna Maya, dan lainnya yang dijerat Pasal-pasal tersebut. Padahal itu
merupakan suatu kebebasan berpendapat yang merupakan Hak Asasi seseorang
sebagaimana telah dijamin oleh DUHAM Pasal 19 bahwa, “Sctiap orang
mempunyai hak atas kebebasan berbendapat dan berekspresi, dan hak ini
termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa ada gangguan serta untuk
mencari, menerima dan berbagai informasi serta gagasan melalui media apa pun
dan tanpa mengindahkan perbatasan negara’.*

Menurut Yasin Kara (mantan wakil Ketua Pansus UU ITE) mengatakan
UU ITE tidak perlu dihapus. Namun jika revisi tidak hanya berupa pengurangan

materi, tetapi bisa juga penambahan terkait dengan Pasal 27 UU Nomor 11

IDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM (Universal Declaration Of Human
Ringhts/UDHR) disyahkan majclis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 DUHAM ini
menggatur mengenai standar Hak Asasi Manusia yang diterima olch seluruh Negara-negara Anggota
PBB.
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Tahun 2008 tentang ITE, penambahan keterangan patut diberikan agar pasal
tersebut tidak menjadi Pasal Karet.?

Berdasarkan UU ITE yang dimaksud dengan alat pembuktian untuk
menjerat pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 1 angaka 1 yaitu,
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk,
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto,
electronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), telegram,
teleks, telecopy atau scjenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Dan Pasal 1 angka 4 yaitu, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi
elekrtonik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elcktronik
termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan,
foto, electronik data interchange (EDI), surat clektronik (efectronik mail),
telegram, teleks, telecopy atau scjenisnya huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau perforasi yang memiliki makna, arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

‘Siswansto Sunarso, Hukum [nformasi dan Transaksi Elcktronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Lo
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Maka dalam Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Informasi Elektronik
merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi Informasi Elektronik atau
Dokumen Elektronik, atau hasil cetaknya. Ketentuan ini merupakan perluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia
(UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa
menurut UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Elektronik atau Dokumen
Elektronik atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti apabila
dihasilkan dari Sistem Elektronik.*

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat dibutuhkan
oleh Indonesia, ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana
tergantung dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam
masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan

tidak meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat.

B. Analisis Penerapan Sanksi Hukum Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Kehadiran internet ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa,

dengan internet manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah dan beberapa aktivitas

yang lain layaknya kehidupan nyata (scal). Schingga pada gilirannya kehadiran

" Afnil Guza, Himpunan Undang-undang Inforinasi Publik, 54
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internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara diktomis
menjadi kehidupan nyata (real /ife) dan kehidupan maya (virtual life).

Perubahan ini, di samping membawa dampak positif juga membawa
dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan
dunia kejahatan. Kejahatan metamorfosa baik secara kualitas maupun
kuantitas, paralel dengan perkembangan budaya masyarakat. Kejahatan yang
ada dalam kehidupan manusia pada akhirnya telah menimbulkan kerusakan di
muka bumi.

Islam yang memiliki sifat komprehensif yaitu yang mengatur seluruh
aspek kchidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak
terbtas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam scgala sesuatu yang berkaitan
dengan kehidupan manusia sudah terjelaskan secara rinci melalui Syari’at Islam
atau Hukum Islam secara rinci. Dengan adanya hukum Islam tersebut yang pada
akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka
bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam lslam terscbut yaitu berdsarkan pada
Al-Qur'an dan As-Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah
pencemaran nama baik Islam benar-benar mengharamkan perbuatan
menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci
memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang

menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang Pada dasarnya penghinaan
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merupakan perbuatan ma’siat seperti Didalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat

12
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Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,
sesunggubnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan Jjanganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian
yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya
yang sudall mati? Maka tentulah kamu merasa Jijik kepadanya. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi
Maha Penyayang.’

Dan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 10-12
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“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bcrsumpah lagi
hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat
enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi barn iyak dosa®

Serta surat Al-Humazah ayat 1
LS NN'Y

“Kecelakaanlah bagr sctiap pengumpat lagi penccl;f’.7

Begitu juga kaidah menjelaskan
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*Departemen Agama RL, Al-Qur’an dan Tegjemahaya. | 183
“Ibid., 961
"Ibid., 1101
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“Barang siapa mengejek atau mencaci seseorang, maka wajib baginya
hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapannya "

Berdasarkan pada ayat tersebut maka pencemaran nama baik merupakan
kejahatan yang terjadi di dunia maya yang tidak nyata, dianggap sebagai suatu
kejahatan yang dalam Islam disebut dengan jarimah.

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa
pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan jarimah harus dihukum demi
tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si
pelaku menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi, selain itu juga sebagai upaya
preventif (pencegahan) bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut
dan agar berfikir dua kali karena konsekuensi hukuman yang diterima.

Figih Jinayah yang memiliki arti ilmu tentang hukum syara’ yang
berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya,
yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam
hukumannya menjadi tiga bagian yakni, Jjarimah hudud, jarimah gisas dan
Jjarimah ta’zir. Jika kembali kepada kasus pencemaran nama baik dapat
disimpulkan bahwa penccmaran nama baik tersebut merupakan suatu tindak
kejahatan (jarimal).

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman
apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik yang bersifat umum maupun

unsur yang bersifat khusus;
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Unsur khusus untuk Jarimah penghinaan adalah :

1. Pelaku berakal

2. Sudah mencapai usia baligh

3. Motivasi kejahatan disengaja

4. Berniat untuk menghina korban®

Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu :

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

2. Unsur Materiil (sifat melawan hukum)

3. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Ditinjau dari niatnya penghinaan ada dua bagian yaitu:

1. Dengan sengaja melawan hukum yaitu seseorang dengan sengaja melakukan
tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terhina.
Seperti seorang yang sengaja menghina orang lain dengan kata-kata “bodoh”
dengan tujuan menghina.

2. Dengan tidak sengaja, menurut Abdul Qodir Audah adalah pelaku sengaja
meclakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada niatan untuk melawan
hukum,” maksudnya adalah seseorang yang scngaja melakukan perbuatan

terscbut tetapi sama sckali tidak ada niatan untuk menghina orang lain.

*Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 10, 75
Abdul Qadir Audah, A¢-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy, Juz I, 204
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Ta’zir ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga
kc:lompolg'0 yaitu :

1. 7a’zir atas maksiat

2. Ta’zir atas kemashlahatan umum (mashl/ahah al mursalah)

3. Ta’zir atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam had pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum
Islam, maka dapat dikategorikan kepada fa’zir atas pelanggaran-pelanggaran
(ta’zir ‘ala al-mukhallaf), karena perbuatan tersebut adalah “mclakukan
perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama
baik, atau merendahkan derajat orang.

Hukuman ta’zir adakalanya dengan ucapan, seperti penghinaan,
peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi
yang ada, seperti fa’zir juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan,
pengasingan, dan skors.'"

Hukuman harus mempunyai dasar (syar’iyah) apabila ia didasarkan
kepada sumber-sumber syara * seperti Al-Qur’an, As-Sunnah, I[jma’, atau
Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amiri)

seperti, dalam hokum ta’zir. Dalam hokum yang ditctapkan oleh ulil amri maka

195 Praja, Juhaya, Hukum Islam di Indonesia, (Bandug: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 29
"Sayyid Sabiq. Figh Sunnah. Jilid 10, 44
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disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’.

Apabila bertentang ketentuan hukuma tersebut menjadi batal.'?

Pemberian hak penentuan #a’zir kepada penguasa itu dimaksudkan agar
mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib, tenteram, dan
damai. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika
terpenuhi semua unsur-unsurnya,

1. Rukun Syar’ (yang berdasarkan syara’) atau disebut unsur formal, yaitu
adanya nash syara’ yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika
dilakukan akan dikenai hukuman.

2. Rukun Maddi atau disebut juga unsur materiil, yaitu adanya pidana yang
dilakukan.

3. Rukun Adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat
diminta pertanggungjawaban hukum.

Penyerahan a’zir oleh Qodhi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

I. Biasanya lebih banyak mencakup penyelesaian kasus-kasus yang terjadi,
scbab kasus-kasus ta’zir akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan
zaman.

2. Penycrahan sanksi fa’zir kepada Qodhi dimaksudkan agar bisa melakukan

proses ijtihad untuk menetapkan sanksi bagi kasus-kasus yang terjadi.

H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, 141
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3. Agar Qodhi juga bisa melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus
baru yang sedang berlangsung.

Islam mensyariatkan hukuman fa’zir sebagai tindakan edukatif terhadap
orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan
peraturan. Dalam menjerat pelaku pencemaran nama baik, yang berdasarkan
pada Undang-Undang No. 11 Tahun 20b8 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ini juga diatur dalam teori pembuktian dalam Figih Jinayah. Teori
pembuktian tersebut mencakup pada alat-alat bukti, yang bertujuan untuk
memperkuat dan menjadi petunjuk bahwa telah terjadi suatu kejahatan dalam
suatu kejadian jarimah. Alat-alat bukti terscbut yang ada dalam Figih Jinayal,
yaitu: Saksi (As-Syahadaly), pengakuan (Igran), petunjuk-petunjuk (A/-Qara in),
pengetahuan Hakim (Al-Khibrah, Ma’lumatul Qadi), surat (Al-Khitabah),
sumpah (A/-Yamin), Qasamah dan, /i’an.

Alat-alat bukti yang ada dalam figih jinayah tersebut hampir memiliki
kesamaan dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rujukan alat bukti yang digunakan uu
ITE scbagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yaitu KUHP.
Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHP berdasarkan pada pasal
184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, ketcrangan ahli, surat, pctunjuk,

keterangan terdakwa. Namun jika di dalam Undang-undang Informasi dan
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Transaksi Elektronik alat-alat bukti tersebut ditambah dengan hal-hal berkaitan
dengan Elektronik.

Dalam penerapan hukuman yang digunakan untuk menjerat pelaku
pencemaran nama baik dalam dunia mayantara, antara UU ITE dan Hukum
Pidana Islam memiliki persamaan. Seperti dalam macam-macam hukuman
ta’zir, dimana disitu terdapat hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan
yaitu dilakukan pengasingan atau penjara dan hukuman fa’zir yang berkaitan
dengan pcrampasan harta, bagi orang yang melakukan perbuatan jarimah.
Kedua penerapan hukuman tersebut sama halnya dengan yang ada dalam uu
ITE 2008.

Dari penjelasan kasus pencemaran nama baik di atas dalam hukum Islam
dikenai dengan sanksi ta'zir. Ta’zir merupakan suatu hukuman yang berupa
pemberian pelajaran kepada pelaku pencemaran nama baik, untuk memberikan
rasa jera kepada pelaku pencemaran nama baik agar tidak mengulangi
perbuatannya. Hal ini sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, karena
Indonesia sendiri dalam penerapan hukum pidana Islam dengan menggunakan
ta’zir.

Pemberlakuan Undang-Undang ITE dalam perspektif Figih Jinayal
dapat dikatakan sebagai ketcntuan aturan hukum yang dapat dipergunakan
untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik. Karcna di dalam undang-undang

tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan Figih Jinayah.
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Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh
menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia
berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada
hukuman yang telah ditetapkan.l3

Dan untuk hukuman penjara dalam ta’zir berbeda-beda, tergantung
kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang penjara selama
satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama." Tidak ada batas tertinngi yang
pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperi ta’zir, dan
hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan
kondisi jarimah tersebut. Hukuman ta’zir diantamya:

1. Hukuman mati
Pada dasarnya menurut syari’ah Islam, hukuman ta’zir adalah
memberikan pengajaran (fa’dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh
karena itu, dalam hukum ta’zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan
atau penghilangan nyawa. Akan tetapi, bebcrapa fuqoha’ memberikan
pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu, kebolehan dijatuhkan
hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian.
2. Hukuman jilid
Menurut pendapat ulama’ Maliki, hukuman jilid batas tertinggi

diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta’zir didasarkan atas

1* Abdul Qadir Audah, A¢-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy, Juz 1, 609
" Abu Hasan Ali Al-Mawardi, A/-Alhkam As-Sulthaniyah, 236
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kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarima. Imam Abu
Hanafi dan Muhammad berpendapat batas tertinggi hukuman jilid dalam
ta’zir adalah 39 kali dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali, dengan syarat
bahwa jarimah ta’zir yang dilakukan hamper sejenis dengan jarimah hudud
tetapi tidak boleh sampai serus kali.
3. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan
(hirobah), dan untuk jarimah ini hukuman terscbut merupaka hukuman had,
akan tetapi untuk jarimah ta’zir hukuman salib tidak dinarengi atau
didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan siterhukum disalib hidup-
hidiup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan
wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam

penyaliban ini, menurut fugoha’ tidak lebih dari tiga hari.

4. Penjara Kurungan (Hukuman Kawalan)
Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini
didasarkan pada lama waktu hukuman,
1) Hukuman kawalan terbatas. Batas terendab dari hukuman ini adalah satu
hari, sedangkan batas tertingi, menycrahkan semuanya pada penguasa

berdasarkan maslahat.
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2) hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati-bahwa hukuman
kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan
berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya.
Y ang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau yang
berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

. Hukuman ancaman ( 7ahdid), teguran ( Tanbih), dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta’zir, dengan syarat
akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong misalnya, dengan
ancaman akan dijilid, dipenjara, atau dihukum dengan hukuman yang lain
jika perlu mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada
sahabat Abu Dzar.Hukuman peringatan juga ditcrapkan dalam syari’at 1slam
dengan jalan memberi nasehat, kalau ini cukup membawa hasil. Hukuman ini
dicantumkan dalam Al-qur’an sebagaimana hukuman terhadap istri yang

berbuat nusyuz.

. Hukuman pengucilan (a/ Hajaru)
Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zir yang
disyari’atkan olch islam. Dalam scjarah Rasulullah pernah melakukan

hukuman pengucilan tersebut tcrhadap tiga orang yang tidak ikut serta
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dalam perang Tabuk, yaitu: Ka’ab ibn Maik, Miroroh bin Rubai’ah, dan Hilal

bin Umayah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
7. Hukuman dendan ( Tahdlid)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari’at Islam sebagai hukuman.

Jadi ta’zir dapat disimpulkan yaitu, hukum untuk sebuah perbuatan yang
dilarang oleh islam yang kadar ketentuan jelasnya tentang hukumnya tidak
dirinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin
untuk mendidik warga negaranya.

Adapun maksud tujuan dari penctapan hukuman dalam syair’at Islam
adalah untu:

a. Pencegahan
Pengertian pencegahan adalah mencegah seseorang untuk berbuat
jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, disamping itu
pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar
tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan pada orang lain

yang juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pendidikan
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Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya."
Dengan adanya pedidikan tersebut, diharapkan akan timbul dalam diri
pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukab karena takut akan
hukuman, melainkan kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta

dengan harapan mendapat ridha Allah SWT.

SH. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 138
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:
Tindak Pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat 3 UU No.l11
Tahun 2008 di kenai sanksi hukum pada Pasal 45 Ayat 1 UU No.l1! Tahun
2008 yang dikenai sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah), Undang-
undang tersebut khusus dalam menjerat pelaku pencemaran nama baik, yang
berkaitan dengan Teknologi.

Sanksi hukum bagi Tindak Pidana pencemaran nama baik tidak ada nas yang
menjelaskan hukuman terhadap pelaku tindak penghinaan, bila ditinjau dari
Figih Jinayah pencemaran nama baik melalui internet yang terdapat pada
Pasal 27 UU ITE 11/2008 termasuk perbuatan Tindak Pidana dalam jarimah
ta’zir yang hukumannya diserahkan kepada Penguasa atau Ulil Amri, Karena
merupakan perbuatan yang dilarang atau merendahkan derajat seseorang,
jadi antara Figih Jinayah dengan UU ITE ada persamaan dalam memberikan
sanksi hukum terhadap Tindak Pidana pencemaran nama baik yang di

tentukan oleh penguasa yang berbentuk UU.

a5
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B. Saran-Saran
Dari semua penjabaran yang terdapat dalam bab-bab yang telah penulis
sajikan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya UU ITE harus direvisi Namun jika di revisi tidak hanya berupa
pengurangan materi, tetapi bisa juga penambahan, terutama terkait dengan pasal-
pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Hukum harus bergerak sesuai dengan fakta-fakta sosial karena kebutuhan
bagi manusia semakin lama semakin meningkat agar dapat diperoleh tujuan
kemaslahatan yang baik, kita harus dapat menentukan mana yang baik dan
yang buruk (manfaat dan mafsadatnya) scsuai dengan apa yang menjadi
kebutuhan dasar manusia.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmatnya dan ridhonya serta bantuan dari
berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun diakui masih
terdapat kekurangan, baik dari segi metodologi maupun segi bahasa. Terhadap
kekurangan dari karya ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis
nantikan demi membangun sebuah pemahaman untuk penulisan karya tulis yang
lcbih baik. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis
pribadi khusunya dan bagi pcmbaca pada umumnya.

Akhirnya apabila ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini hanya atas
bimbingan Allah SWT semata dan apabila di dalam penulisan ini terdapat kesalahan

dan kekurangan semoga Allah SWT mengampuni penulis. Amiinnn
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